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Pan:demi Pukul Produksi Pertanian Global

Pemerintah Kudu Seriusi

Ancaman Krisis Pangan

Anggota Fraksi Partai
Gerindra Fadli Zon
mendorong pemerintah
membuat strategi tepat
untuk menghadapi
persoalan pangan akibat
pandemi Covid-19, Terlebih,
Food and Agriculture
Organization (FAO) telah
memperingatkan adanya
ancaman Krisis pangan
akibat pandemi ini.

FADLI mengatakan, krisis pangen
harus disikapi setfus. Pasalnya,
kebijakan pembatasan sosial di
satu isi berhasil menekan penye-
baran virus, namun di isilain kut
memukul produksi dan distribusi
pangan secara global.

Ketua Badan Kerja Sama
Antar Perlemen (BKSAP) DPR
ini mengingatkan, sejumlah
negara yang selama ini dike-
nal sebagai produsen pangan,

seperti Thailand dan Vietnam,

mulai melakukan pembatasan
ckspor dengan alasan melin-
dungi kebutuhan dalam negeri
Akibatnya, jumlah pangan yang
diperdagangkan di pasar dunia
pun ferus menurun.
“Contohnya, sektor perda-
gangan beras dunia. Saat ini,
pasat infernasional hanya mem-
perdagangkan 5 persen, darike-
seluruhan produksi beras dunia.

Ini yang bisa disebut gejala
“deglobalisasi’akibat pandemi,”
ungkap dia.

Gejala deglobalisdsi, sambung
dia, dapat berakibat mengerikan
bagi negara yang memiliki keter-
gantungan beser terhadap impor
pangan seperti Indonesia. Bahkan,
World Food Programme (WFD)
menyebut, ancaman gelombang
kelaparan lebih berbahaya dari
serangan virus corona.

“Peringatan-peringatan terse-
but perlu kita waspadat. Apalagi,
sebelum pandemi ini muncul,
Indonesia telah tergolong se-
bagai negara dengan indeks
kelaparan serius. Menurut data
International Food Policy
Research Institute (IFPRI) pada
tahun 2019 saja, sebelum mun-
cul pandemi, terdapat 22 juta
penduduk Indonesia mengalami
kelaparan kronis,*urai Fadli.

Lebih Tanjut, Fadli mengkri-
tik langkah Presiden meme-
rintahkan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), pemerintah
darah dan Kementerian Pertanian
(Kementan) dalam menindak-
lanjuti ancaman krisis-pangan.
Upaya “ketoyokan” BUMN,
pemerintah daerah, dan Kementan
unfuk mencetak 900 ribu hektar
sawah baru di lahan gambut di
Kalimantan Tengah itu dinilai tak

akan menyelesaikan persoalan.
“Petintah cetak sawah baru di
[ahan gambut bukanlah respons
yang kita harapkan. Dengan
agenda itu, pemerintah mem-
pertontonkan ketidakkonsiste-
nannya untuk merestorasi lahan
gambut yang dicanangkan pada
2016. Terlebih, untuk menangani

‘dampak Covid-19, pemerintah

telah memangkas anggaran cetak
sawah baru dari semula Rp 2098

miliar menjadi Rp 10,8 miliar,”
sesal dia.

Selain persoalan anggaran,
sambung dia, program cetak
sawah juga “dihantui” risiko
kegagalan. Karenanya, peme-
rintah lebih baik menggunakan
anggaran yang ada unuk men-
subsidi petani. Adanya stimulu
dan insentif ekonomi ini akan
menambah kegairahan petani
dalam berproduksi. moN
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